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ABSTRAK

Penegakan gratifikasi seksual di Indonesia masih menghadapi ambiguitas
penafsiran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membedah kedudukan
gratifikasi seksual dalam hukum pidana Indonesia melalui studi komparatif
dengan regulasi di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif
dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan, Indonesia
mencantumkan frasa "fasilitas lainnya" dalam Pasal 12B UU Tipikor,
menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan pembuktian. Sebaliknya,
Singapura melalui Prevention of Corruption Act (PCA) menerapkan penafsiran
luas terhadap konsep undue advantage, yang mencakup segala bentuk keuntungan
subjektif termasuk layanan seksual dan telah berhasil menciptakan berbagai
yurisprudensi tetap. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi
menuju keadilan substansial di Indonesia.

Kata Kunci: Gratifikasi Seksual, Korupsi, Indonesia, Singapura, Studi
Komparatif

ABSTRACT

Sexual gratification enforcement in Indonesia faces legal ambiguity. This study
examines its position in Indonesian criminal law through a comparative study
with Singapore. Using normative methods and a socio-legal approach, findings
show that Indonesia's "other facilities”" phrase in Article I12B of the Anti-
Corruption Law causes legal uncertainty and evidentiary difficulties. Conversely,
Singapore’s Prevention of Corruption Act (PCA) applies a broad interpretation of
"undue advantage,”" covering all subjective benefits, including sexual services,
supported by established jurisprudence. This research recommends a
transformation toward substantial justice in Indonesia.

Keywords:  Corruption, Indonesia, Sexual Gratification, Singapore,
Comparative Study
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A. PENDAHULUAN

Korupsi menjadi tindak pidana yang memiliki beragam bentuk. Berdasarkan
UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan 7 bentuk korupsi,
yakni kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan
gratifikasi.! Salah satu bentuk tidak pidana korupsi yang menjadi permasalahan
global atau internasional ialah Gratifikasi.

Istilah “gratifikasi” menjadi bagian yang baru dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan
Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi. Tindakan gratifikasi berarti perbuaan buruk, tidak jujur, tidak
bermoral, atau dapat disuap. 2> Dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), 11, 12
huruf a, b dan ¢ masuk pula unsur-unsur suap gratifikasi, ukuran yang digunakan
adalah dari ketentuan Pasal 12 b ayat (1) tentang pengertian gratifikasi yang
merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap
adalah apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajibannya atau tugasnya. Ketentuan Pasal 12 b ayat (1) tentang pengertian dan
macam-macam nya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi
dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan
fasilitas lainnya.® Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun
di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau

tanpa sarana elektronik.

' Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN
No.4150.

2 Wicipto Setiadi, Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya
Pemberantasan, serta Regulasi), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian
Hukum dan HAM RI, Vol.15, No.3 (2018).

3 Nadea Lathifah Nugraheni, Criminal Act of Sexual Gratification: Figh Jinayah and
Positive Law Perspective, Al-Ahkam: Jurnal I[lmu Syari’ah dan Hukum, Vol.18, No.1 (2018).
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Sehingga pembuktian unsur gratifikasi seksual menjadi sulit dibuktikan.
Pemberian suap dalam bentuk seks belum secara eskplisit tercantum dalam UUD
1945 maupun UU Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi. Fenomena gratifikasi
seksual, di mana pejabat publik atau penyelenggara negara menerima layanan
seksual sebagai imbalan atau bujukan untuk suatu keputusan atau tindakan yang
menguntungkan pemberi, merupakan ancaman serius terhadap moralitas publik
dan prinsip antikorupsi. Dalam konteks hukum pidana di berbagai negara,
termasuk Indonesia, muncul perdebatan mengenai sejauh makna gratifikasi
seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, khususnya dalam
kerangka delik gratifikasi. Di Indonesia, Pasal 12B Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara eksplisit
menyebutkan "fasilitas lainnya" sebagai salah satu bentuk gratifikasi, namun
belum ada penafsiran atau regulasi yang secara tegas dan eksplisit mencantumkan
layanan seksual sebagai objek gratifikasi. Hal ini sering menimbulkan
ketidakpastian hukum dan kendala dalam penegakan. Pembuktian yang sulit
menjadi tindak pidana ini tidak memiliki keududukan yang jelas dalam hukum di
Indonesia. Namun, hingga saat ini Indonesia belum secara tegas mengadili kasus
gratfikasi seksual. Sehingga dugaan penerima gratifikasi seksual pada kasus
Setyobudi Tejocahyono hakim tahun 2013, tidak bisa diadili oleh majelis hakim
(MA). Dalam kasus tersebut, pihak pemberi layanan gratifikasi seksual, Toto
Hutagalung melalui pengacaranya menyebut bahwa, Setyobudi menerima layanan
seksual setiap hari jumat. Selain itu, kasus dugaan penerimaan gratifikasi seksual
pada kasus Djokocandra dengan jaksa Pinangki juga tidak diadili.

Sementara itu, negara tetangga seperti Singapura dikenal memiliki regulasi
dan penegakan hukum antikorupsi yang ketat. Melalui Prevention of Corruption
Act (PCA), Singapura cenderung memiliki ruang interpretasi yang lebih luas dan
praktik yurisprudensi di sana telah menunjukkan keberanian dalam mengadili
kasus-kasus gratifikasi seksual sebagai tindak pidana korupsi.* Kasus-kasus ini
menjadi contoh nyata betapa penegak hukum di Singapura memiliki visi yang

lebih luas dan mendalam tentang esensi gratifikasi.

4 Copyright Act (Chapter 63), The Statutes of the Republic of Singapore.
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Untuk memposisikan kebaruan (novelty) serta mempertegas orisinalitas
dalam mengkaji kedudukan gratifikasi seksual, penelitian ini melakukan
komparasi terhadap beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi tematik.
Fokus perbandingan ini diarahkan pada aspek delik korupsi, metode perbandingan
hukum, hambatan struktural gender, hingga mekanisme legislasi. Penempatan
penelitian ini di tengah diskursus hukum bertujuan untuk mengisi kekosongan
norma (legal gap) yang belum terselesaikan dalam penelitian-penelitian
sebelumnya, khususnya mengenai sinkronisasi antara ambiguitas istilah "fasilitas
lainnya" dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Secara de jure, Indonesia
telah mengakomodasi gratifikasi non-materi melalui frasa 'fasilitas lainnya' dalam
Pasal 12B UU Tipikor. Namun secara de facto, terjadi ketidakpastian hukum
akibat ketiadaan definisi operasional yang spesifik mengenai layanan seksual.
Kesenjangan ini diperparah oleh rendahnya integritas akibat faktor ekonomi dan
belum optimalnya prinsip negara hukum yang demokratis dalam memberikan
perlindungan hak dasar warga negara, sehingga penegakan hukum terhadap
gratifikasi seksual sering kali terhenti pada tahap pembuktian.’

Orisinalitas penelitian ini didasarkan pada analisis perbandingan terhadap
beberapa studi terdahulu yang memiliki keterkaitan tematik namun berbeda dalam
lokus dan fokus substansial. Pertama, penelitian oleh Febila Azahra dkk. (2025)
menekankan pada karakteristik delik formil dalam korupsi dan implikasi
pengembalian aset. Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini memfokuskan
pada gratifikasi seksual yang secara fisik mustahil untuk 'dikembalikan', sehingga
menuntut reinterpretasi terhadap sifat melawan hukum yang lebih progresif.

Kedua, studi komparatif global yang dilakukan oleh Nurulhuda dkk.
(2026) terkait kejahatan berbasis Al memberi landasan metodologis perbandingan
hukum internasional. Namun, penelitian ini secara spesifik membedah doktrin
Undue Advantage dalam Prevention of Corruption Act (PCA) Singapura untuk

diaplikasikan pada rekonstruksi delik gratifikasi non-materiil di Indonesia.’

> Wiwin Yulianingsih dan Nadhira Wahyu Adityarani, Negara Hukum yang Bersifat
Demokratis: Konsep dan Implementasinya, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

® P. Gustami dkk., Elimination of Unlawful Elements in Corruption Crimes After the
Restitution of State Financial Losses, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (2020), p.1-12.

7 Ismansyah, Nani Mulyati dan Nurulhuda Irawati, AI-Based Deepfake Porn Criminal
Liability: Comparative Study and Global Implications, International Journal of Law, Policy and
Social Review, Vol.§, No.1 (2026).
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Ketiga, hambatan struktural dalam legislasi yang dikaji oleh Ibrohim & Casnika
(2025) menunjukkan adanya bias gender dan pengaruh patriarki dalam
pembentukan hukum di Indonesia. Temuan tersebut digunakan dalam penelitian
ini untuk menjelaskan mengapa frasa 'fasilitas lainnya' dalam Pasal 12B UU
Tipikor tetap dibiarkan ambigu, yang pada gilirannya menyulitkan perlindungan
terhadap martabat perempuan sebagaimana dikaji pula oleh Nurhayati Chalil
(2025) terkait privasi dan integritas diri.®

Terakhir, tawaran solusi pragmatis melalui mekanisme sunset review oleh
Xavier Nugraha dkk. (2025) diadopsi dalam penelitian ini sebagai rekomendasi
operasional. Jika Nugraha fokus pada efektivitas legislasi secara umum, penelitian
ini menspesifikasikan kebutuhan evaluasi berkala tersebut untuk menutup celah
hukum pada delik gratifikasi seksual yang terus berkembang. Melalui sintesis
berbagai perspektif ini, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model
rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan kepastian regulatif Singapura dengan
keadilan substansial di Indonesia.” Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat
bahwa meskipun isu korupsi dan gender telah banyak dibahas, kajian spesifik
yang menghubungkan antara kelemahan normatif objek gratifikasi seksual di
Indonesia dengan efektivitas yurisprudensi di Singapura masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membedah ambiguitas penafsiran hukum terhadap gratifikasi seksual dalam
sistem hukum Indonesia yang selama ini masih terjebak dalam paradigma
keadilan formal dan kekakuan pembuktian fisik. Melalui pendekatan yuridis-
komparatif dengan Singapura, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi celah
regulasi dalam UU Tipikor, khususnya pada frasa "fasilitas lainnya," serta
menawarkan model transformasi menuju keadilan substansial melalui prinsip
undue advantage dan doktrin praduga korupsi sebagaimana diterapkan dalam
Prevention of Corruption Act (PCA). Selain itu, studi ini bermaksud memberikan

landasan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtvinding) guna

8 Nurhayati Chalil dan Fathurrahim, Legal Protection of Women’s Dignity and Privacy
from Deepfake Pornography Practices, Rewang Rencang: Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12
(2025).

® Gwyneth Eugenia Keisya Xavier Nugraha, dkk., Legal Pragmatism and Sunset Review:
Towards a Responsive and Accountable Legislative Process, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex
Generalis, Vol.6, No.10 (2025).
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menjangkau modus korupsi imateriil yang sering kali tersembunyi dalam kategori
data statistik non-konvensional, demi menciptakan efektivitas penegakan hukum
dan efek jera yang lebih kuat di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data utama adalah
bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur
hukum, serta putusan pengadilan, yang dianalisis secara preskriptif untuk
memberikan solusi atas problematika hukum yang dikaji. Penelitian hukum
normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan
analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan
permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.!® Berdasarkan pengertian di
atas, maka metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan yakni, metode
penelitian yang menggunakan kajian pustaka atau literatur dan data hukum untuk

mengumpulkan data hukum.

B. PEMBAHASAN

Perbandingan antara hukum Indonesia dan Singapura menunjukkan
perbedaan signifikan dalam cara masing-masing negara merumuskan dan
menafsirkan objek gratifikasi, khususnya terkait layanan seksual. Kedua negara
memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi
dan gratifikasi. Kedua negara sama-sama menganut definisi gratifikasi yang
sangat luas. Di Indonesia, Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 menggunakan istilah
"Fasilitas Lainnya". Hal ini sengaja dirancang untuk menutup celah hukum
(loopholes), sehingga segala bentuk kenikmatan baik yang bersifat fisik seperti
uang dan barang, maupun yang tidak berwujud seperti fasilitas pengobatan atau
potongan harga dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Singapura, melalui
Prevention of Corruption Act (PCA), melangkah lebih jauh dengan frasa
"keuntungan apa pun dalam bentuk apa pun". Ini mencakup jasa, perlindungan

dari denda, hingga bantuan dalam mendapatkan pekerjaan.

10 Sidi Ahyar Wiraguna, Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi
Eksploratif di Indonesia, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol.3,
No.3 (2024).
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Filosofi Singapura adalah bahwa gratifikasi tidak selalu harus bernilai
moneter, selama hal tersebut memberikan keuntungan atau keistimewaan bagi
penerima yang tidak dimiliki masyarakat umum, maka hal itu sudah masuk dalam
radar hukum. Indonesia menggunakan terminologi “Fasilitas lainnya” pemberian
dalam arti luas yang mencakup fasilitas fisik dan non-fisik. Sedangkan di
Singapura, Meskipun tidak ada kata "seks" secara harfiah, PCA menggunakan
frasa "keuntungan apa pun dalam bentuk apa pun" (undue advantage) yang secara
otomatis mencakup layanan seksual.

1. Kedudukan Gratifikasi Seksual di Indonesia
Dasar Hukum Gratifikasi Seksual tidak diatur secara tertulis dalam

KUHP baru. Namun, Gratifikasi sendiri didasarkan pada Undang-Undang

No. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 1991

tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan

regulasi khusus yang berdasarkan pada asas lex specialis derogat legi
generali. Artinya, penanganan perkara korupsi diutamakan menggunakan
pasal khusus daripada KUHP. Secara khusus, dalam Bab 12B, peraturan
tersebut belum secara jelas menyebutkan bahwa imbalan seksual termasuk
dalam kategori pemberian imbalan sebagai tindak pidana korupsi. Peraturan
tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang termasuk dalam pemberian
imbalan, yaitu uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, cek
perjalanan, fasilitas menginap, perjalanan wisata, obat-obatan gratis dan

fasilitas lainnya.'!

Meskipun gratifikasi seksual dalam hukum korupsi
seringkali diperdebatkan dalam ranah pembuktian 'fasilitas lainnya', esensi
dari tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek kemanusiaan.
Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Prasasty dkk., eksploitasi seksual
merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat
serius dan kompleks, karena melibatkan pemanfaatan individu untuk tujuan
seksual pihak lain . Hal ini menegaskan bahwa pemberian layanan seksual

sebagai suap bukan sekadar transaksi ekonomi-politik, melainkan sebuah

' Nadea Lathifah Nugraheni, Op.Cit..
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bentuk degradasi martabat yang memerlukan penegakan hukum pidana yang
lebih responsif.'?

Indonesia menggunakan makna “Fasilitas lain” sebagai dasar
gratifikasi sesual atau sextoration dapat dikaitkan dalam penyuapan.
Namun, hingga saat ini Indonesia belum secara tegas mengadili kasus
gratifikasi seksual. Seperti kasus dugaan penerima gratifikasi seksual pada
kasus Setyobudi Tejocahyono hakim tahun 2013, tidak bisa diadili oleh
majelis hakim MA. Dalam kasus tersebut, pihak pemberi layanan gratifikasi
seksual, Toto Hutagalung melalui pengacaranya menyebut bahwa,
Setyobudi menerima layanan seksual setiap hari jumat.!® Selain itu, kasus
dugaan penerimaan gratifikasi seksual pada kasus Djokocandra dengan
jaksa Pinangki juga tidak diadili. Penegak hukum di Indonesia belum bisa
bersikap tegas karena masih mengikut asas legislatif (nulum delectum sine
lege praevia). Artinya, tidak ada perbuatan dapat dipidana sebelum ada
aturan yang mengaturnya. Keterbatasan yurisdiksi menjadi masalah ketika
negara enggan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran di luar
wilayah mereka. Faktor politik kadang-kadang memengaruhi penegakan
hukum, di mana pemerintah mungkin tidak mendukung penegakan terhadap
orang atau kelompok tertentu.'*

Makna gratifikasi seksual tersembuyi dibalik diksi “Fasilitas lainnya”
yang secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Fasilitas adalah sarana wuntuk melancarkan pelaksanaan fungsi;
kemudahan.!> Berdasarka Pasal 12B ayat (1) “Fasilitas lainnya” berarti
segala bentuk fasilitas yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak
melanggar kewajibannya dalam bertugas. Sehingga, kasus gratifikasi

seksual masuk dalam klasifikasi “Fasilitas Lainnya”.

12 Gabriella Alensia Manihuruk, dkk., Legal Protection for Child Victims of Commercial
Sexual Exploitation Based on a Victimological Perspective, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

13 Refika Febrianti, Sekstorsi di Indonesia: Pelecehan Seksual atau Tindak Korupsi
Politik?, diakses dari https://antikorupsi.org/id/sekstorsi-di-indonesia-pelecehan-seksual-atau-
tindak-korupsi-politik, diakses pada 15 Maret 2026.

4 Nadea Lathifah Nugraheni dan Praditya Arcy Pratama, Human Trafficking Berkedok
Teacher Exchange: Perspektif Perlindungan Guru dalam Hukum Internasional, Jurnal Inovasi
Pembelajaran di Sekolah, Vol.6, No.2 (2025).

15 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Daring, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 15 Maret 2026.
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Berdasarkan KUHP baru tahun 2023, pada pasal 603 sebagai delik

materil mengandung konsekuensi pada pembuktian yang lebih teknis dan

kompleks. Oleh karena itu, Pasal 603 ini memerlukan adanya :

1) Perhitungan kerugian negara (BPK/BPKP),
2) Pembuktian actus reus (perbuatan memperkaya diri),
3) Pembuktian unsur melawan hukum dan

4) Pembuktian hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

keuangan atau perekonomian negara.'®

Ambiguitas penafsiran gratifikasi seksual di Indonesia bukan hanya

masalah teknis pembuktian, tetapi juga menyangkut hak konstitusional

warga negara atas kepastian hukum yang adil. Sebagaimana dikaji dalam

analisis kedudukan hukum dan teori keadilan. Hak konstitusional warga

negara untuk mendapatkan kepastian hukum sering kali terhambat oleh

batasan ketat mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam upaya

pengujian norma yang dianggap merugikan. Dalam perspektif teori

keadilan, pengakuan terhadap kerugian konstitusional tidak boleh hanya

dipandang secara formalistik-administratif, melainkan harus menyentuh

aspek kerugian aktual dan spesifik yang dialami oleh masyarakat akibat

keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat multitafsir atau tidak

responsif terhadap dinamika keadilan sosial.'”” Hal ini memberikan

legitimasi bagi akademisi maupun praktisi untuk mendorong uji materiil

terhadap UU Tipikor guna memperjelas batasan gratifikasi non-materi, demi

terciptanya regulasi yang lebih akuntabel sebagaimana Singapura.

Hal ini membedakannya dari delik formil Pasal 2 UU Pemberantasan

Tipikor yang tidak memerlukan akibat nyata. Penuntut Umum lebih mudah

membuktikan delik lebih, karena cukup menunjukkan bahwa perbuatan

berpotensi (potential loss) merugikan negara. Hal inilah yang menjadi

pertimbangan penegak hukum di Indonesia dalam menangani dugaan kasus

gratifikasi seksual. Berdasarkan temuan dari Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) pada 2024, korupsi yang terjadi adalah sebagai berikut.

16 Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No 1

Tahun 2023, LN Tahun 2023 No 1, TLN No 6842.

17 Dahayu Noer Egidia Renanda Pradini, dkk., Legal Standing Pemohon dalam Pengajuan
Uji Materiil Ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex

Generalis, Vol.6, No.10 (2025).
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Tabel 1. Jenis Pemberian Suap/Gratifikasi

No Jenis Pemberian Presentase
1. | Uang 69,70%

2 Barang 12,59%

3. Fasilitas atau Enterainment 7,68%

4 Fasilitas Lainnya 10,03%

Berdasarkan tabel di atas, berbagai pola suap dan gratifikasi yang
masih terjadi di lapangan, seperti dari sisi jenis pemberian, masih ditemukan
suap/gratifikasi dalam bentuk uang dengan persentase mencapai 69,70%,
serta jenis lainnya meliputi barang (12,59%), fasilitas atau entertainment
(7,68 %) dan kategori lain (10,03%). Persentase 10,03% pada kategori lain
menunjukkan adanya celah pemberian yang tidak terdefinisi secara
konvensional, yang di dalamnya sangat mungkin mencakup gratifikasi
seksual mengingat karakteristiknya yang non-materiil dan sulit
diklasifikasikan sebagai barang atau uang.'® Data ini mengonfirmasi bahwa
terdapat celah hukum atau legal loophole di Indonesia. Selama layanan
seksual masih tersembunyi di balik kategori "Lainnya" atau "Fasilitas
Entertainment" dalam kacamata hukum, maka penegakan hukum tipikor kita
akan selalu tertinggal selangkah dibandingkan Singapura yang telah
memiliki standar pembuktian yang lebih progresif terhadap gratifikasi non-
materiil. Berbeda dengan Singapura yang memiliki regulasi rigid, Indonesia
masih menghadapi kendala pada aspek substansi hukum. Lemahnya
penegakan hukum dan regulasi yang multitafsir di Indonesia menciptakan
celah bagi praktik gratifikasi sebagai kompensasi atas rendahnya
pendapatan aparatur negara demi mencukupi kebutuhan hidup minimal.
Faktor-faktor ekonomi dan hukum inilah yang menjadi pembeda signifikan

terhadap keberhasilan pemberantasan gratifikasi di kedua negara tersebut. '

18 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2023, Komisi Pemberantasan

Korupsi, Jakarta, 2023.

19 Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Vanya Quinta Husin, Analysis of
Factors Affecting the Occurrence of Economic Crimes: A Study on Corruption Crimes in

Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

10



Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum (Bulan Kesatu)
https://jhlg.rewangrencang.com/

Dalam banyak kasus di Indonesia, penerimaan gratifikasi sering kali
melibatkan tekanan hierarki yang kuat. Sebagaimana dikaji dalam tinjauan
etika profesi pada kasus-kasus hukum besar. Dilema etis yang dihadapi oleh
profesional hukum sering kali muncul dari benturan antara kewajiban moral
untuk menjunjung tinggi hukum dan tekanan loyalitas terhadap kepentingan
tertentu. Dalam menjalankan perannya, seorang praktisi hukum harus tetap
berpijak pada prinsip independensi guna menghindari kriminalisasi atas
tindakan profesionalnya, sehingga penegakan hukum yang adil tidak hanya
bergantung pada teks regulasi, tetapi juga pada keberanian untuk menolak
kompromi yang mencederai integritas profesi demi kepentingan
pragmatis.?’ Hal ini mempertegas bahwa pemberantasan gratifikasi seksual
membutuhkan perlindungan bagi aparat yang berani bersikap independen
serta penguatan kode etik agar loyalitas terhadap organisasi tidak
mengalahkan kepatuhan pada hukum.

. Kedudukan Gratifikasi Seksual di Singapura

Tidak disebutkan secara harfiah dalam teks pasal, namun tercakup
dalam kausa "keuntungan apa pun". Singapura menunjukkan ketegasan
dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan dimensi seksual melalui
Prevention of Corruption Act (PCA), di mana manfaat seksual
dikategorikan sebagai bentuk suap yang sah untuk diadili. Salah satu kasus
yang menonjol adalah kasus Peter Lim Sin Pang, mantan kepala Singapore
Civil Defence Force (SCDF), yang terbukti menerima gratifikasi seksual
dari tiga wanita demi keuntungan kontrak pemerintah pada periode 2010-
2011.2! Atas tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut, Lim dijatuhi
hukuman enam bulan penjara pada Juni 2013 dan diberhentikan secara tidak

hormat dari layanan publik.

20 Nagita Dyah Puspitasari dan Irma Cahyaningtyas, Between Law and Corporate Interests:

A Professional Ethics Review of the Kenny Sonda Case, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex
Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

2l Lydia Lam, ICA Officer Gets Jail for Seeking Sexual Acts from Men for Help with Visit

Pass Applications, diakses dari https://www.channelnewsasia.com/singapore/ica-officer-jail-
sexual-favours-visit-pass-5343611, diakses pada 15 Maret 2026.
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Selain di level petinggi, praktik sekstorsi juga ditemukan pada
petugas lapangan seperti dalam kasus Chin Peng Sum, seorang sersan
imigrasi di Immigration & Checkpoints Authority (ICA). Chin
menggunakan otoritasnya untuk meminta layanan seksual dari seorang
wanita berkebangsaan Tiongkok sebagai imbalan atas perpanjangan visa
pada tahun 2018, bahkan melangkah lebih jauh dengan membocorkan
informasi razia serta menghapus bukti komunikasi.??> Tindakan ini
memperlihatkan bagaimana kekuasaan birokrasi kecil sekalipun dapat
dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan seksual secara ilegal.

Konsistensi Singapura dalam menerapkan kebijakan nol toleransi
terhadap korupsi terus berlanjut hingga periode terbaru melalui penanganan
kasus Kannan pada tahun 2025. Sebagai petugas ICA, Kannan terbukti
menerima gratifikasi seksual dari enam warga negara asing dengan janji
membantu proses aplikasi visit pass di instansinya.”> Hukuman 22 bulan
penjara yang dijatuhkan kepadanya menjadi preseden kuat bahwa otoritas
Singapura tidak membedakan antara suap materiil maupun non-materiil,
sekaligus menegaskan bahwa sekstorsi adalah ancaman serius bagi
integritas negara.

Singapura memiliki fokus utamanya bukan pada pelaporan setelah
menerima, melainkan pada larangan menerima sejak awal. Pejabat publik di
Singapura tunduk pada Instruction Manual (IM) yang sangat ketat.>* Jika
seorang pejabat secara tidak sengaja menerima hadiah atau tidak bisa
menolaknya (misalnya untuk menghindari ketersinggungan diplomatik),
mereka harus segera menyerahkannya kepada instansi masing-masing untuk
dinilai secara resmi. Jika pejabat tersebut ingin menyimpan hadiah itu,
mereka harus membelinya dari negara sesuai harga pasar. Dalam
mekanisme tersebut, instansi terkait akan menilai nilai pasar dari hadiah

yang diserahkan.

22 Corrupt Practices Investigation Bureau, Two Men Charged for Giving Bribes in the Form
of Sexual Acts to an ICA Officer, diakses dari https://www.cpib.gov.sg/two-men-charged-for-
giving-bribes-in-the-form-of-sexual-acts-to-an-ica-officer/, diakses pada 15 Maret 2026.

2 Lydia Lam, Op.Cit..

24 Copyright Act (Chapter 63), The Statutes of the Republic of Singapore.
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Jika pejabat yang bersangkutan memiliki keinginan pribadi untuk
menyimpan hadiah tersebut, prosedur yang berlaku mewajibkan mereka
untuk membeli hadiah itu dari negara sesuai dengan harga pasar yang telah
ditetapkan. Berdasarkan praktik yang dilaporkan secara resmi di Parlemen
Singapura, terdapat ambang batas (threshold) di mana hadiah di bawah SGD
50 biasanya boleh disimpan (setelah dideklarasikan dan dinilai tidak ada
konflik kepentingan), namun hadiah di atas nilai tersebut harus dibayar

sepenuhnya kepada pemerintah jika ingin dimiliki secara pribadi. Jika tidak,

hadiah tersebut akan menjadi properti negara, dipajang, atau dimusnahkan.

3. Status Layanan Seksual sebagai Objek Gratifikasi

Meskipun keduanya tidak menyebutkan kata "seks" secara eksplisit

dalam teks asli pasal utama, terdapat perbedaan dalam penafsiran

yuridisnya.

Tabel.1. Perbandingan Hukum Indonesia dan Singapura

Aspek Perbandingan

Indonesia (UU Tipikor)

Singapura (PCA)

Tafsir Hukum

Masih menimbulkan
perdebatan dan ketidakpastian
hukum karena belum ada
regulasi turunan yang
mengaturnya secara jelas.

Memiliki ruang interpretasi
yang lebih luas dan berani
dalam mengadili kasus
layanan seksual sebagai
korupsi.

Praktik Peradilan Sulit dibuktikan dan jarang Telah banyak yurisprudensi di
diproses kecuali dalam kasus mana pejabat dipidana karena
operasi tangkap tangan (OTT). | menerima "suap seks," seperti

kasus pejabat imigrasi (2018)
dan kepala pertahanan sipil
(2013).

Sifat Pelapor Persuasif-preventif (boleh Represif-proaktif (larangan
lapor dalam 30 hari untuk menerima sejak awal; hadiah
hapus pidana) harus dibeli sesuai harga pasar

jika ingin dimiliki).

Ambang Batas Pembuktian terbalik hanya Praduga korupsi berlaku untuk

untuk nilai di atas
Rp10.000.000.

nilai apa pun; hadiah di atas
SGD 50 harus dideklarasikan
secara ketat

Filosofis Hukum

Keadilan Formal (terjebak
pada asas legalitas ketat).

Keadilan Substansial (fokus
pada niat korup dan
keuntungan subjektif).
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Berdasarkan tabel di atas maka ditemukan perbedaan yang signifikan
mengenai layanan seksual yang merupakan bagian gratifikasi antara
Indonesia dan Singapura. Perbandingan pertama yakni pada penyebutan
eksplisit dalam hukum materil di setiap negara. Di Indonesia, layanan atau
gratifikasi seksual tidak disebutkan secara tegas dalam teks UU Tipikor.
Perbedaan pada tafsir hukum maupun regulasi di setiap negara. Di Indonesia
masih terjadi perdebatan dan ketidakpastian hukum karena ketiadaan
regulasi turunan yang secara spesifik mengatur layanan seksual sebagai
objek korupsi. Hal ini menyebabkan penegakan hukum cenderung kaku
terhadap pembuktian fisik saja. Sedangkan, Singapura Memiliki ruang
interpretasi yang lebih luas dan berani. Sistem hukum mereka menganggap
segala bentuk keistimewaan yang tidak dimiliki masyarakat umum sebagai
radar hukum.

Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa jerat hukum
terhadap gratifikasi seksual masih sangat bergantung pada bukti fisik yang
nyata, sehingga kasus ini sulit dibuktikan dan jarang diproses kecuali
melalui mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini sejalan dengan
pandangan bahwa penegakan hukum tipikor di Indonesia sering kali
terkendala oleh ambiguitas tafsir layanan seksual sebagai "fasilitas lainnya"
dan keterpakuan pada bukti langsung (direct evidence). Sebaliknya,
Singapura memiliki praktik peradilan yang jauh lebih progresif melalui
berbagai yurisprudensi tetap, seperti pemidanaan pejabat imigrasi (2018)
dan kepala pertahanan sipil (2013) yang terbukti menerima "suap seks".
Efektivitas Singapura ini didukung oleh penerapan doktrin praduga korupsi
dan prinsip undue advantage dalam Prevention of Corruption Act (PCA)
yang memungkinkan hakim menjangkau keuntungan subjektif non-materiil.

Secara akademis, tantangan di Indonesia memang terletak pada
perlunya pergeseran dari keadilan formal yang kaku menuju keadilan
substansial agar penemuan hukum (rechtvinding) oleh hakim dapat

menjangkau fenomena gratifikasi seksual yang terus berevolusi tersebut.?

25 Jantarda Mauli Hutagalung dan Adhalia Septia Saputri, Sexual Gratification as an

Expanded Form of Corruption Crime under Indonesian Positive Law, International Journal of

Social Science Research and Review, Vol.5, No.7 (2024).
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Tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang titik beratnya terletak
pada dilakukannya perbuatan yang dilarang, sehingga perbuatan tersebut
dianggap telah selesai secara sempurna saat unsur-unsur tindak pidana
terpenuhi. Dalam konteks ini, pengembalian kerugian keuangan negara atau
penyerahan kembali objek gratifikasi setelah tindak pidana terjadi tidak
serta-merta menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut,
melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan
hukuman pidana bagi terdakwa di persidangan.?®

Sistem di Indonesia cenderung bersifat persuasif dengan mekanisme
diskresi atau "pintu darurat" yang diatur dalam Pasal 12C. Hukum Indonesia
memberikan kesempatan bagi penyelenggara negara untuk menghindari
jeratan pidana dengan cara melaporkan setiap gratifikasi yang diterima
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masa tenggang yang
diberikan adalah paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima. Setelah laporan diterima, KPK memiliki waktu
30 hari kerja untuk menetapkan apakah gratifikasi tersebut menjadi milik
penerima atau milik negara. Jika ditetapkan menjadi milik negara, penerima
wajib menyerahkannya. Dengan melakukan pelaporan secara jujur dan tepat
waktu, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B tidak
berlaku atau dihapus secara otomatis. Pendekatan ini bersifat persuasif-
preventif, bertujuan untuk membentuk budaya transparansi dan melindungi
pejabat dari situasi dilematis di tengah lingkungan birokrasi yang sering kali
kental dengan budaya "pemberian tanda terima kasih”.

Pejabat publik diberikan kesempatan untuk melaporkan setiap
gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja. Jika laporan tersebut
dilakukan secara jujur dan tepat waktu, maka sanksi pidana yang diatur
dalam Pasal 12B dinyatakan tidak berlaku atau dihapus secara otomatis.
Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi pejabat dari situasi dilematis

dalam budaya birokrasi yang kental dengan pemberian "tanda terima kasih".

26 Gustami And Marpaung, Op.Cit..
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Penyalahgunaan wewenang melalui pemanfaatan jabatan untuk kepentingan
pribadi sering kali terjadi karena lemahnya internalisasi prinsip kepatuhan
hukum dalam struktur organisasi. Dalam ranah korporasi maupun birokrasi,
ketiadaan sistem pengawasan yang ketat dan transparansi dalam tata kelola
sering kali menciptakan celah bagi terjadinya penyimpangan, di mana
tindakan tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah jika tidak dibarengi
dengan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten.’” Hal ini
mengindikasikan bahwa tanpa adanya standar kepatuhan yang rigid dan
sistem pengawasan yang transparan, praktik gratifikasi akan terus
terakomodasi dalam budaya birokrasi yang koruptif.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura melalui Prevention of
Corruption Act (PCA) menekankan pada larangan menerima hadiah sejak
awal. Pejabat publik di Singapura terikat pada Instruction Manual (IM) yang
sangat ketat; jika mereka menerima hadiah karena alasan tertentu (seperti
menghindari ketersinggungan diplomatik), hadiah tersebut harus segera
diserahkan kepada instansi untuk dinilai secara resmi. Apabila pejabat
tersebut ingin memiliki hadiah itu secara pribadi, mereka diwajibkan untuk
membelinya dari negara sesuai dengan harga pasar yang telah ditetapkan.
Strategi ini merupakan bentuk tindakan proaktif untuk memastikan bahwa
tidak ada keuntungan atau keistimewaan subjektif yang melekat pada
penyelenggara negara.

Perbedaan mekanisme ambang batas antara Indonesia dan Singapura
mencerminkan disparitas standar integritas yang diharapkan dari
penyelenggara negara. Di Indonesia, penerapan pembuktian terbalik
(reverse onus) yang dibatasi hanya untuk gratifikasi bernilai di atas
Rp10.000.000 menunjukkan bahwa beban pembuktian utama masih berada
di tangan penuntut umum untuk nilai di bawah ambang tersebut, yang
secara teknis sering kali menjadi celah hukum bagi praktik suap skala kecil
atau imateriil. Secara filosofis, hal ini menandakan bahwa sistem hukum
Indonesia masih terjebak pada Keadilan Formal yang sangat bergantung

pada asas legalitas kaku, di mana ketiadaan nilai nominal yang konkret

27 Ibid..
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dalam gratifikasi seksual menyebabkan aparat penegak hukum ragu untuk

28 Dalam sistem hukum yang

melangkah di luar teks undang-undang.
demokratis, jaminan atas keadilan sosial menuntut adanya respon yang tidak
hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansial guna
memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum, termasuk yang
mencederai nilai-nilai kemanusiaan, dapat diproses tanpa hambatan struktur
sosial maupun ekonomi.?® Akibatnya, penegakan hukum sering kali bersifat
reaktif dan sulit menjangkau suap non-materiil tanpa adanya bukti fisik atau
operasional khusus seperti OTT.*°

Sebagai puncak kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki
tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kepastian hukum dan
keadilan melalui fungsi pengawasan serta regulatif yang ketat. Namun,
efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh beban perkara yang
tinggi dan tumpang tindih kewenangan, sehingga diperlukan penguatan
kapasitas institusional dan integritas hakim guna memastikan bahwa setiap
bentuk pelanggaran hukum, termasuk sengketa yang melibatkan
penyalahgunaan wewenang, dapat diselesaikan secara transparan dan
akuntabel.’! Implementasi negara hukum yang demokratis menuntut adanya
pembagian wewenang yang proporsional dan perlindungan hak-hak dasar
warga negara guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Namun,
kendala ideologis dalam pelaksanaan prinsip ini sering kali memicu
penyalahgunaan jabatan, sehingga transformasi kebijakan yang berfokus
pada perbaikan indeks negara hukum menjadi esensial untuk menjamin
bahwa setiap tindakan aparatur negara tetap berpijak pada nilai-nilai

konstitusional dan integritas yang tinggi.>?

28 Bertrand Silverius, Elizabeth Ghozali dan Jaminuddin Marbun, Urgensi Pengaturan

Gratifikasi Seksual sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum
De’Rechtsstaat, Vol.4, No.1 (2020).

2 Gabriella Alensia Manihuruk, dkk., Pro Bono Legal Aid as a Social Response to

Inequality in Access to Justice in Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis,
Vol.6, No.7 (2025).

39 'Wahidah Azahrah, dkk., Sexual Gratification in Indonesia’s Criminal Law, Legality:

Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.28, No.1 (2020).

31 Rasji dan Harry Harmono, The Role of the Supreme Court in Resolution of State

Administrative Disputes, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

32 Wiwin Yulianingsih dan Nadhira Wahyu Adityarani, Op.Cit..
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Singapura melalui Prevention of Corruption Act (PCA) mengadopsi
paradigma Keadilan Substansial yang tidak memandang besar kecilnya nilai
materi, melainkan pada rusaknya integritas akibat adanya niat korup (mens
rea). Dengan aturan deklarasi hadiah sekecil SGD 50, Singapura secara
proaktif menutup ruang bagi timbulnya perasaan berhutang budi
(indebtedness) yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan.®
Pendekatan ini diperkuat oleh doktrin praduga korupsi yang meluas, di
mana setiap keuntungan subjektif termasuk layanan seksual dianggap
sebagai bentuk korupsi jika diterima dari pihak yang memiliki hubungan
dinas.’* Transformasi hukum di Indonesia sangat memerlukan pergeseran
menuju keadilan substansial ini agar hakim dapat melakukan penemuan
hukum (rechtvinding) yang lebih progresif terhadap modus gratifikasi yang
terus berevolusi.*®

4. Hukum Singapura sebagai alternatif solusi regulasi Gratifikasi Seksual
di Indonesi

Permasalahan utama dalam penegakan hukum sekstorsi di Indonesia
terletak pada kekosongan regulasi yang spesifik dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal-pasal dalam UU Tipikor saat ini
cenderung membatasi gratifikasi pada fasilitas yang dapat diukur dengan
nilai rupiah, sehingga kasus seperti yang melibatkan hakim Setyabudi
Tejocahyono pada 2013 hanya diproses pada suap uangnya saja, sementara
permintaan layanan seksualnya tidak terjamah hukum korupsi.*®

Guna mengatasi celah hukum tersebut, Indonesia perlu melakukan
redefinisi gratifikasi agar mencakup keuntungan non-materiil seperti yang
telah diterapkan di Singapura, Amerika Serikat dan Inggris. Pentingnya
memasukkan layanan seksual secara eksplisit ke dalam UU Tipikor melalui

jalur legislatif serta melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat agar

33 Muhamad Igbal dan Bhanu Prakash Nunna, Sexual Gratification as a Serious Threat in
Modern Criminal Reasoning on Aspects of Judges’ Considerations in Court Judgment,
Jurisprudence, Vol.13, No.2 (2023).

34 Wahidah Azahrah, dkk., Op.Cit..

35 Nurhaeda M. Shali Syeham dan Mulyati Pawennei, Analisis Yuridis Tindak Pidana
Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang, Legal: Jurnal Kajian Hukum,
Vol.1, No.1 (2023).

36 Refika Febrianti, Op.Cit..
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sekstorsi tidak hanya dipandang sebagai pelecehan seksual, melainkan juga
sebagai tindakan korupsi politik yang merugikan publik.’

Indonesia masih terjebak pada kendala pembuktian langsung dan
ketiadaan tafsir eksplisit layanan seksual dalam UU Tipikor. Hal ini kontras
dengan Singapura yang melalui Prevention of Corruption Act (PCA)
mampu menjangkau gratifikasi imateriil secara efektif. Penerapan hukum di
Singapura memberikan preseden penting bagi Indonesia dalam
mendefinisikan ulang cakupan gratifikasi agar tidak terjebak pada batasan
nilai materiil semata. Melalui The Prevention of Corruption Act (PCA),
Singapura secara progresif mendefinisikan gratifikasi sebagai segala bentuk
keuntungan, termasuk layanan dan bantuan, yang memungkinkan penukaran
layanan seksual untuk kepentingan politik atau birokrasi lebih mudah diusut
secara hukum. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana Pasal
12B UU Tipikor masih sering ditafsirkan secara sempit hanya pada fasilitas
yang memiliki nilai nominal rupiah, sehingga pelaku sekstorsi seringkali
luput dari jeratan hukum korupsi. Hambatan struktural dan kultural,
termasuk kuatnya nilai-nilai patriarki dalam struktur politik dan budaya,
sering kali membatasi efektivitas regulasi yang bersifat gender-sensitif.
Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk, legislasi tersebut
sering kali gagal mendorong transformasi substantif karena adanya
dominasi fraksi konservatif dan kurangnya keberpihakan politik terhadap
perlindungan hak-hak perempuan, sehingga penegakan hukum terhadap
kekerasan maupun eksploitasi seksual masih kerap terbentur pada realitas
sosial yang bias.*® Pelanggaran terhadap martabat dan privasi individu di
ruang digital maupun nyata sering kali berakar pada kekosongan norma
hukum yang belum secara tegas mengatur bentuk-bentuk eksploitasi baru.
Hal ini mengakibatkan kerangka hukum yang ada menjadi parsial dan tidak
efektif, sehingga gagal memberikan perlindungan komprehensif bagi korban
yang mengalami trauma psikologis serta stigma sosial akibat perbuatan yang

mencederai integritas diri dan kehormatan kemanusiaannya.*

37 Refika Febrianti, Op.Cit..
38 M. Ali dkk, The House of Representatives and Social Change: The Role of Legislation in

Promoting Gender Equality in Indonesia, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

39 Nurhayati Chalil dan Fathurrahim, Op.Cit..
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Keberhasilan Singapura dalam memidanakan pejabat publik, mulai
dari level pimpinan instansi seperti Peter Lim hingga petugas lapangan
seperti Chin Peng Sum dan Kannan, menunjukkan bahwa regulasi yang
eksplisit mampu menciptakan efek jera yang nyata. Ketegasan hukum di
Singapura dalam mengategorikan manfaat seksual sebagai suap
membuktikan bahwa korupsi tidak selalu melibatkan uang, melainkan
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dengan mengadopsi model
pendefinisian suap yang mencakup "sesuatu yang bernilai" secara non-fisik,
Indonesia dapat menutup celah hukum yang selama ini membuat layanan
seksual hanya dipandang sebagai tindakan asusila biasa daripada sebuah
tindak pidana korupsi yang sistemik.

Kecepatan perkembangan teknologi dan kompleksitas pemanfaatan
kecerdasan buatan sering kali melampaui kesiapan regulasi nasional,
sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi untuk
mencederai martabat manusia. Melalui studi perbandingan global, terlihat
bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinkronisasi
instrumen hukum domestik dengan standar internasional serta keberanian
negara dalam melakukan kriminalisasi terhadap  bentuk-bentuk
penyimpangan baru yang bersifat non-konvensional guna menjamin
perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.*® Keberhasilan
Singapura dalam menekan angka gratifikasi tidak hanya terletak pada
ketegasan PCA, tetapi juga pada standar etika birokrasi yang sangat tinggi.
Di Indonesia, tantangan penegakan hukum sering kali muncul dari dalam
institusi itu sendiri. Sebagaimana dikaji dalam pembaruan etika profesi.
Integritas dan etika profesi hukum merupakan pilar utama dalam menjaga
legitimasi peradilan, di mana setiap bentuk benturan kepentingan harus
dimitigasi melalui pengawasan yang ketat dan transparansi. Tanpa adanya
internalisasi nilai-nilai etika yang kuat, profesionalisme hukum akan mudah
tererosi oleh intervensi luar maupun godaan pragmatisme pribadi, sehingga
diperlukan pembaruan kode etik yang responsif untuk memastikan bahwa

kemandirian hakim dan aparat penegak hukum tetap terjaga demi memenuhi

40 Ismansyah, Nani Mulyati dan Nurulhuda Irawati, Op.Cit..
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t.*! Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi

ekspektasi keadilan masyaraka
hukum atas gratifikasi seksual harus berjalan beriringan dengan penguatan
etika profesi agar penegak hukum memiliki imunitas moral terhadap
berbagai bentuk suap subjektif.

Oleh karena itu, pengintegrasian konsep sekstorsi ke dalam revisi UU
Tipikor menjadi langkah mendesak bagi Indonesia guna menciptakan sistem
pencegahan korupsi yang lebih komprehensif dari tingkat atas hingga
bawah. Pendekatan hukum Singapura yang tidak mentoleransi segala bentuk
keuntungan ilegal dapat menjadi rujukan bagi badan legislatif Indonesia
untuk segera mengesahkan regulasi yang secara eksplisit mengatur
gratifikasi seksual sebagai tindak pidana (Febrianti, 2023). Upaya ini tidak
hanya akan memperkuat integritas penyelenggara negara, tetapi juga

memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi masyarakat dari

eksploitasi kekuasaan yang bersifat seksual.

C.PENUTUP

Kualitas peraturan perundang-undangan sering kali terabaikan karena proses
legislasi yang hanya bersifat formalistik tanpa evaluasi sistematis terhadap
efektivitas keberlakuannya. Untuk mengatasi kesenjangan antara teks hukum dan
dampak sosialnya, diperlukan penerapan mekanisme sunset review atau
peninjauan berkala guna memastikan bahwa setiap regulasi tetap responsif,
akuntabel dan memiliki manfaat praktis dalam menjawab dinamika permasalahan
hukum yang terus berkembang di masyarakat.*?

Adapun perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura menunjukkan
bahwasanya adanya suatu perbedaan yang fundamental dalam menangani
gratifikasi seksual sebagai suatu tindak pidana korupsi. Indonesia masih
menghadapi ambiguitas tafsir karena UU Tipikor tidak menyebutkan layanan
seksual secara eksplisit, sehingga penegakan hukum cenderung kaku dan sangat

bergantung kepada bukti fisik atau mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT).

4l Ida Rachmawati dan Sukresno, The Renewal of Legal Professional Ethics to Safeguard
Judicial Independence and Fulfill Public Transparency Demands: A Study at Kudus District
Court, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

42 Gwyneth Eugenia Keisya Xavier Nugraha, dkk., Op.Cit..
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Hal ini menyebabkan kasus-kasus besar seperti dugaan gratifikasi seksual dalam
kasus Setyabudi Tejocahyono dan Jaksa Pinangki tidak dapat diadili secara
maksimal dalam kerangka tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, Singapura melalui Prevention of Corruption Act (PCA) telah
berhasil menjangkau gratifikasi imateriil secara efektif dengan mengadopsi
prinsip "undue advantage" dan doktrin praduga korupsi yang memungkinkan
hakim menghukum pejabat berdasarkan keuntungan subjektif yang diterima.
Efektivitas Singapura didukung oleh standar profesionalisme absolut yang
melarang penerimaan hadiah sejak awal dan mewajibkan pelaporan ketat untuk
setiap keuntungan di atas ambang batas tertentu, seperti dalam kasus Peter Lim
dan petugas ICA.

Penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia memerlukan transformasi
paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substansial agar hakim dapat
melakukan penemuan hukum (rechtvinding) yang lebih progresif. Langkah
strategis yang diperlukan adalah melakukan redefinisi gratifikasi dalam revisi UU
Tipikor agar mencakup keuntungan non-materiil secara eksplisit, guna menutup
celah regulasi (legal loophole) dan menciptakan efek jera terhadap praktik korupsi

yang terus berevolusi.
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